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Bosda 2012 Mengendap di Disdik?

PENCAIRAN dana bantuan operasional sekolah daerah
(Bosda) 2012, hingga memasuki triwulan 111 2013 tak kun-
Jjung terealisasi. Hal ini berdasarkan pengakuan sejumlah
sekolah sasaran penerima Bosda di Kota Palu. Sementara
klaim Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Provinsi Sulteng, dana tersebut telah dicairkan. Sehingga,
muncul pertanyaan, apakah dana Bosda 2012

BP®

mengendap di Dinas Pendidikan
(Disdik) setempat?
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Sangat logis jika muncul
pertanyaan dana Bosda 2012
mengendap di Disdik. Hal
itu merujuk pada alur‘me-
kanisme penyaluran dana
tersebut sebelum masuk ke re-
kening masing-masing sekolah

penerima.

Manajemen Bosda pada
Disdik Kota Palu, Nursalam,
dikonfirmasi hal itu seca-

ra tegas membantahnya. la

mengatakan, pada prinsip-
nya keterlambatan penyaluran
dana Bosda 2012 ke seko-

-lah sasaran penerima sedang

diproses. Saat ini, proses pen-
cairannya telah mencapai 70
persen. Bahkan, telah terbit
surat perintah pembayara-
nya. Sehingga, beberapa di-
antaranya tengah menunggu
Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) dari Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (DPPKAD).

"Kita sudah kirimkan SPP
TU (surat permintaan pem-
bayaran tambahan uang) ke
Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten
(DPPKK) untuk sekolah yang
verifikasinya selesai. Jadi,
tinggal DPPKK menerbitkan
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V Ada Beberapa Sekolah Belum Menyerahkan LPj Bosda

* MENGENDAP .

untuk dasar pencairan,” jelasnya.

Nursalam menegaskan, pihak-
nya berupaya memproses pencairan
dana Bosda sesuai mekanisme yang
telah diatur. Diantaranya, harus ada
pembuatan laporan pertanggung-
jawaban (LPj) dari kepala sekolah
karena pencairannya langsung ke
rekening sekolah masing-masing,

“Jikapun ada sekolah-sekolah yang
belum menerima pencairan dana
Bosda, kenapa terjadi keterlam-
batan! Karena Disdik, dalam hal ini
manejemen Bosda mengikuti sistem
dan aturan yang berlaku, pihak seko-
lah harus memahami itu,” tegasnya.

Ditambahkannya, sejak tahun
2012 silam, Disdik memperketat
proses pencarian Bosda melalui pro-
ses verifikasi berkas yang dikirimkan
oleh setiap sekolah untuk pengajuan
dana Bosda. Misalnya, penyusunan
Rancana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Sekolah (RAPBS) ha-
rus tersusun secara rinci, benar
serta melibatkan seluruh tim dari
sekolah maupun komite sekolah.
Keterlambatan penyusunan RAPBS
merupakan salah satu kendala lam-
batnya pencarian Bosda.

Masih menurut Nursalam, masih
ada beberapa sekolah yang belum
menyerahkan LPj penggunaan Bosda
di tahun sebelumnya. Secara umum,
baru 130 sekolah sasaran penerima
yang ada di Palu, telah menyerah-
kan, LPj ke Disdik. Sisanya, masih

menunggu LPj sekolah lainnya un-
tuk segera menyerahkannya. Sebab,
proses pencairan tidak dapat dila-
kukan begitu ada LPj karena masih
harus diverifikasi terlebih dahulu
oleh tim asistensi dari DPKAD Kota
Palu. Setelah itu, baru bisa diterbit-
kan surat perintah pencairan. “LPj
yang tidak ada, bukan data. Itu yang
diminta keuangan agar pencairan
dapat tuntas seluruhnya, sehingga
berapun LPj yang masuk ke Disdik,
itu yang kita cairkan,” ujarnya.

Yang pastinya, instruksi perintah
pembayaran sudah terbit. Sehingga,
pihaknya mengupayakan sisa Silpa
2012 itu bisa dicairkan bersamaan
dengan dana Bosda 2013.

"Kita tetap berdasarkan aturan,
kalau sudah lengkap tidak mungkin
tidak kita cairkan. Sehingga sekolah
juga harus memahami aturan itu,"
tandasnya.

Nursalam mengimbau, sekolah
sasaran penerima Bosda segera me-
masukan LPj karena tenggat waktu
untuk melengkapi persyaratan ad-
ministrasi pencairan dananya hanya
satu bulan.

TELAH DISALURKAN

Kepala Badan Keuangan dan Asset
Daerah (BKAD) Sulteng, Eda Nur Elly
yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu
(24/7/2013), mengatakan, dana Bos
triwulan I1I (Juli - September) telah
dikirim sebanyak Rp76 miliar sejak

sambungan dari hal. 1

8 Juli 2013 lalu. Sementara dana
Bosda dikirim berdasarkan jumlah
siswa yang mendapat bantuan ter-
sebut, berdasarkan data dari Dinas
Pendidikan dan Pengajaran. Data
tersebut menjadi rujukan alokasi
dana Bosda yang ditransfer ke Bank
Sulteng untuk selanjutnya dikirim ke
rekening masing - masing sekolah
penerima.

“Kami sudah mengirim semua
dana Bos dan dana Bosda . Buktinya
sudah ada beberapa daerah yang
telah mengirimkan berita konfirmasi
menerima dana tersebut, sementara
dana Bos dikirim berdasarkan jad-
wal triwulan dan semuanya telah
tersalur kecuali jika ada persyaratan
yang belum diselesaikan itu yang
membuat terhambat,’jelasnya.

Ditambahkannya, Bosda berbeda
dengan dana bantuan operasio-
nal sekolah (BOS). Jika dana BOS
dikirim berdasarkan triwulan, se-
dangkan dana Bosda disalurkan se-
kaligus. Bedanya lagi, dana Bos dari
Mendiknas RI menggunakan dana
APBN, telah disalurkan dari dana Kas
Umum Negara (KUN) ke Kas Umum
Daerah (KUD) Provinsi. Selanjutnya,
KUD mendistribusi ke rekening ma-
sing - masing sekolah tanpa melalui
bendahara daerah. Sementara dana
Bosda menggunakan dana APBD
provinsi yang dikirim ke rekening
masing - masing sekolah sasaran
penerima. ***




